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ABSTRAK

Isu tentang lingkungan hidup semakin mendapatkan perhatian dan terus ditinjau dari berbagai disiplin ilmu. Akuntansi yang mempunyai karakteristik sebagai alat pertanggungjawaban mendapatkan tantangan tentang bagaimana organisasi melaporkan seluruh aktivitasnya yang terkait dengan aspek lingkungan, baik dalam laporan terpisah maupun terintegrasi dengan laporan keuangan. Saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur hal ini, namun dengan berjalannya waktu, ketika International Accounting Standard (IAS) atau International Financial Reporting Standards (IFRS) telah semakin banyak diadopsi dan semakin banyaknya persyaratan bahwa organisasi harus mengungkapkan aktivitas lingkungannya, maka standar akuntansi khusus akuntansi lingkungan perlu dibuat.

Akuntansi lingkungan (environmental accounting) saat ini perlu dibedakan dengan pelaporan aktivitas lingkungan (environmental reporting). Akuntansi lingkungan adalah bagaimana memasukkan konsekuensi dari suatu peristiwa yang menyangkut lingkungan hidup dalam laporan keuangan. Organisasi bisa mencatat munculnya aset lingkungan dan kewajiban lingkungan. Sementara pelaporan aktivitas lingkungan merupakan penyampaian usaha-usaha organisasi dalam memperbaiki lingkungan hidup, yang tidak semuanya dapat diukur dengan satuan moneter. 
Akuntansi lingkungan memerlukan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam implementasinya. Standar yang saat ini dipandang sebagai terkait dengan aktivitas lingkungan adalah PSAK No. 1 mengenai penyajian laporan keuangan, PSAK No. 57 tentang provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi, PSAK No. 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, PSAK No. 5 tentang segmen operasi, Exposure Draft (ED) PSAK No. 33 tentang akuntansi pertambangan umum dan ED PSAK No. 64 tentang eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Sedangkan salah satu panduan yang bisa diikuti untuk pelaporan aktivitas lingkungan adalah panduan yang dibuat oleh Global Reporting Initiative (GRI) . Di masa depan perlu dipikirkan bahwa pelaporan aktivitas lingkungan dan akuntansi lingkungan perlu diintegrasikan dan menjadi hal yang bersifat mandatory dan bukan voluntary.
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PENDAHULUAN

Pelaporan akuntansi lingkungan terkait dengan penggunaan informasi lingkungan untuk mengungkapkan pengaruh aktivitas atau aktivitas sebuah perusahaan terhadap lingkungan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepada para pemegang saham. Isu ini semakin berkembang seiring dengan semakin dibutuhkannya informasi akan aktivitas tanggung jawab sosial suatu entitas, khususnya bagaimana organisasi menanggapi permasalahan atau isu lingkungan hidup. Beberapa isu lingkungan antara lain adalah standar emisi, pengelolaan limbah, polusi air dan udara, perubahan iklim, penambangan sumber daya alam tidak terbarukan, bahan bakar nabati, penghematan energi, keanekaragaman hayati, sertifikasi hasil hutan, penggunaan tanah dan pertanian, peternakan, pangan, ledakan penduduk, kemiskinan, urbanisasi, transportasi dan teknologi ramah lingkungan. Seiring dengan globalisasi keuangan, adanya standar pelaporan keuangan dan standar audit atau pemeriksaan laporan keuangan yang berlaku internasional  semakin dibutuhkan. Pada akhir 2010 lebih dari 100 negara yang telah mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS). KTT mengenai lingkungan yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan pada 22 September 2009 menggarisbawahi pentingnya hubungan antara hal keuangan dengan hal lingkungan. 
International Accounting Standards (IAS) 1 yang mengatur tentang Presentation of Financial Statements, yang diadopsi oleh Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyebutkan bahwa laporan mengenai lingkungan hidup dapat disajikan secara terpisah dari laporan keuangan. Laporan tambahan ini di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan. Tidak ada penjelasan yang lebih rinci dari hal ini, namun yang dimaksud dengan laporan mengenai lingkungan hidup (environmental reporting) berbeda dengan konsep pelaporan akuntansi lingkungan (environmental accounting). Laporan mengenai lingkungan hidup semata-mata melaporkan aktivitas perusahaan dalam usaha pelestarian lingkungan. Sementara pelaporan akuntansi lingkungan bertujuan untuk melaporkan aset dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari aktivitas atau pilihan kebijakan perusahaan di bidang lingkungan. 

Saat ini standar akuntansi yang diterapkan di banyak negara belum mengatur secara khusus hal pelaporan akuntansi lingkungan, meskipun jika dikaji lebih jauh dari perspektif lingkungan, ada banyak hal yang bisa dikemukakan. Kerangka konseptual dan beberapa standar  memberikan dasar yang cukup untuk membahas pengakuan, pengukuran dan pengungkapan elemen laporan keuangan yang terkait dengan lingkungan. 
ENVIRONMENTAL REPORTING
Informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan aktivitas lingkungan hidup perusahaan semakin diperlukan saat ini. Informasi dan indikator-indikator yang disajikan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana manajemen perusahaan mengelola isu lingkungan dengan efektif serta dipertimbangkan risikonya terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Para pemangku kepentingan (stakeholders) ingin melihat bagaimana perusahaan memberikan sumbangsih dalam lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi.
Ada berbagai cara penyampaian informasi mengenai aktivitas lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat menyajikannya melalui laporan tahunan (annual report) yang pada umumnya, selain menyajikan laporan keuangan, juga menyertakan laporan manajemen, pencapaian prestasi perusahaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan juga dapat menyampaikannya melalui sejumlah makalah, laporan-laporan berkala, dan yang paling sering digunakan adalah penyampaian melalui situs web. Perusahaan skala besar cenderung melaporkan lebih banyak informasi mengenai aktivitas lingkungan mereka dalam laporan tahunan dibandingkan perusahaan skala menengah, meskipun masih cenderung menyajikan data kualitatif dibandingkan data kuantitatif (Edu, Otonkue, Nja, 2009)
Laporan mengenai lingkungan hidup merupakan salah satu jenis informasi non keuangan yang makin dibutuhkan, yang juga digunakan oleh masyarakat untuk melihat nilai-nilai perusahaan dalam tata kelola, tata nilai , strategi dan komitmen perusahaan menjawab isu lingkungan dan sosial. Pengelolaan isu lingkungan yang baik akan ditanggapi positif oleh investor dan dianggap sebagai berkurangnya resiko. Dalam hal ini, penyampaian melalui laporan tahunan merupakan media yang paling disukai karena dianggap paling efektif dan dianggap paling kredibel (Abdel-Rahim, 2010).
Solomon dan Lewis, seperti yang dikutip oleh Lungu et al. (2009), perusahaan melakukan pengungkapan atas aktivitas lingkungan hidup disebabkan karena perusahaan membutuhkan pengakuan dari masyarakat terhadap komitmen mereka pada upaya perbaikan lingkungan hidup. Bagi sebagian perusahaan lain, upaya pengungkapan ini hanya merupakan cara untuk meningkatkan citra perusahaan (company’s image). Negash (2009) menyampaikan bahwa penelitian-penelitian DiMaggio and Powell (1983); Patten (2005); Chen and Chen (2009); Cho, Freedman and Patten, (2009), mengungkapkan bahwa pada dasarnya perusahaan-perusahaan melaporkan aktivitas lingkungan mereka dalam rangka menunjukkan citra sebagai perusahaan yang ramah lingkungan, sementara aktivitas mereka cukup sensitif terhadap perusakan lingkungan (impression management). 

Pelaporan aktivitas lingkungan di masa kini pun dianggap tidak cukup menggambarkan aktivitas yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan. Jika memang perusahaan terjebak hanya pada pencitraan, maka aktivitas yang disampaikan dalam laporan tahunan sebenarnya tidak menunjukkan sebagai sebuah aktivitas yang berkelanjutan. Aktivitas lingkungan hanya merupakan event dan bukan sebuah usaha yang terintegrasi dalam aktivitas operasional perusahaan. Misalnya aktivitas ulang tahun perusahaan yang ditandai dengan acara penanaman pohon atau jalan sehat sudah dianggap sebagai sebuah aktivitas lingkungan. Sementara yang lebih diharapkan stakeholders adalah, misalnya, bagaimana upaya perusahaan mengurangi limbah atau emisi. 
Eipstein dan Birchard yang dikutip oleh Negash (2009) meneliti bagaimana state of the art serta best practices perusahaan-perusahaan mengintegrasikan hal lingkungan dan sosial dalam keputusan manajerial. Analisis mereka menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang tidak melembagakan aktivitas yang berwawasan lingkungan dalam aktivitas operasional sehari-hari. Jika memang stakeholders berkepentingan untuk melihat sejauh mana aktivitas lingkungan dilakukan oleh perusahaan, maka yang perlu disampaikan lebih banyak dalam pelaporan aktivitas lingkungan adalah keputusan-keputusan manajemen dalam aktivitas operasional perusahaan. Dengan kata lain, perlu adanya integrasi pelaporan antara keputusan internal dengan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pihak eksternal.
Beberapa negara saat ini telah mensyaratkan agar perusahaan-perusahaan melaporkan kinerja mereka dalam hal lingkungan hidup. Denmark merupakan negara pertama yang menerapkan legislasi mengenai hal ini. Aturan yang diberlakukan di Denmark dan Belanda mengharuskan perusahaan melaporkan hal ini kepada pemerintah dan kepada publik. Di Norwegia dan Swedia, perusahaan harus melaporkan informasi mengenai aktivitas lingkungan dalam laporan tahunan mereka. Di Amerika Serikat, Kanada dan Australia, perusahaan yang menjual sahamnya di bursa saham diminta untuk mengungkapkan kepatuhan perusahaan terhadap aturan-aturan lingkungan hidup (compliance), permasalahan tuntutan hukum – jika ada, dan kewajiban yang timbul akibat aktivitas lingkungan. Pengungkapan diatur dalam formulir-formulir khusus. (Pramanik, et.al., 2007)
PANDUAN PELAPORAN OLEH GLOBAL REPORTING INITIATIVE
Panduan atau rerangka pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting framework) yang saat ini paling banyak digunakan adalah panduan yang dibuat oleh Global Reporting Initiative (GRI). GRI adalah organisasi yang didirikan berdasarkan jejaring. Sampai dengan tahun 2008 GRI tercatat memiliki 507 organizational stakeholder di 55 negara. Sampai dengan tahun 2005 sudah 750 perusahaan yang membuat laporan berdasarkan panduan yang dibuat oleh GRI supaya organisasi dapat mengungkapkan kinerja keberlanjutan mereka. Panduan pelaporan dikembangkan berdasarkan proses yang mengusahakan adanya konsensus di antara semua stakeholder, antara lain perusahaan global, masyarakat sipil, buruh, akademisi dan isntitusi profesional. Tujuan utama GRI adalah menjadikan pengungkapan lingkungan, sosial dan kinerja tata kelola perusahaan sebagai mainstream baru dalam pelaporan perusahaan.

The Sustainability Reporting Guidelines yang disusun oleh GRI telah memasuki generasi ketiga (G.3 Guidelines). Dalam panduan ini terdapat Performance Indicators dan Management Disclosures yang dapat diadopsi oleh organisasi secara sukarela, fleksibel dan bertahap, yang membuat organisasi transparan dalam melaporkan kinerja keberlanjutannya. Panduan yang terbaru adalah  G3.1 Guidelines. Panduan ini dibuat dengan basis G.3 Guidelines, yang diperluas pelaporannya sampai kepada pengaruh organisasi pada masyarakat sekitar, hak asasi manusia dan gender.
Ada pengungkapan standar yang harus ada dalam laporan keberlanjutan yang disusun oleh GRI. Informasi yang diminta merupakan informasi yang relevan dan material bagi sebagian besar organisasi dan sebagian besar stakeholder. Pengungkapan standard dibagi dalam tiga kelompok yaitu

a. Strategi dan Profil. Perusahaan diminta mengungkapkan bagaimana cara organisasi menentukan strategi, menetapkan profil dan menerapkan tata kelola yang baik.
b. Pendekatan Manajemen. Perusahaan diminta mengungkapkan bagaimana manajemen melakukan pendekatan dalam menjawab satu set permasalahan atau isu tertentu untuk memahami konteks kinerja.
c. Indikator kinerja. Indikator yang akan memberikan informasi pencapaian organisasi yang dapat diperbandingkan, terdiri dari dimensi ekonomi, dimensi lingkungan hidup dan dimensi sosial.
DIMENSI LINGKUNGAN HIDUP 
Salah satu dimensi keberlanjutan yang harus dilaporkan dalam GRI adalah dimensi lingkungan hidup. Dimensi ini ingin melihat sejauh mana pengaruh organisasi atau entitas dalam dan non-living natural systems, meliputi ekosistem, tanah, udara dan air. Indikator kinerja lingkungan mengukur hal-hal yang berkaitan dengan input (material atau bahan baku, energi dan air) serta output (emisi gas buang, limbah cair dan limbah padat). Indikator-indikator yang disusun mencakup kinerja terkait kepatuhan akan aturan lingkungan, keanekaragaman hayati (biodiversity), pengeluaran lingkungan hidup, kebijakan transport dan pengaruhnya terhadap barang dan jasa. 

Pengungkapan mengenai profil organisasi mensyaratkan informasi yang sangat rinci. Profil utama terkait dengan nama, produk dan jasa yang digunakan, termasuk produk dan jasa yang dihasilkan dengan cara outsourcing. Struktur organisasi yang dilaporkan mencakup struktur utama, hubungannya dengan cabang dan anak perusahaan serta perusahaan modal ventura yang dimiliki. Perusahaan juga diminta menyampaikan lokasi kantor pusat, jumlah negara tempat organisasi beroperasi dan nama negara yang merupakan lokasi operasi utama dan relevan dengan laporan aktivitas lingkungan perusahaan, bentuk perusahaan dan pasar yang dilayani. Organisasi diminta menyampaikan perubahan signifikan dalam periode yang dilaporkan menyangkut ukuran, struktur dan kepemilikan, serta penghargaan yang diterima dalam periode tersebut. Dengan perkembangan ini, dokumentasi menjadi sangat penting, termasuk dokumentasi catatan atau risalah rapat dari para pengambil keputusan mengenai aktivitas lingkungan organisasi.
Skala perusahaan diketahui melalui informasi-informasi mengenai

a. Jumlah pegawai, dirinci tiap negara/wilayah.
b. Jumlah penjualan bersih (untuk organisasi sektor privat) dan penerimaan bersih (untuk organisasi sektor publik) 

c. Kewajiban dan ekuitas (untuk organisasi sektor privat)

d. Volume produk dan jasa yang diserahkan.

e. Jumlah aset total

f. Beneficial ownership atau pihak yang memegang kepemilikan utama organisasi yang paling mendapatkan manfaat dari adanya organisasi tersebut.

g. Negara atau wilayah yang memberikan (i) kontribusi pendapatan minimal 5% dari total pendapatan, (ii) kontribusi beban minimal 5% dari total pendapatan

Setelah organisasi memberikan profil, kemudian organisasi diminta untuk mengungkapkan pendekatan manajemen dengan rincian yang disyaratkan oleh GRI sebagai berikut.
Tabel 1. Format Pendekatan Manajemen dalam Aspek Lingkungan
	No
	Area
	Penjelasan

	1
	Tujuan dan Kinerja (Goals and Performance)

	Organisasi diminta untuk

a. mengungkapkan tujuan organisasi yang berkaitan dengan kinerja dalam aspek lingkungan. 

b. menyampaikan indikator yang selama ini dipakai sebagai tambahan atas indikator yang sudah ditetapkan oleh GRI. 

c. menunjukkan pencapaian kinerja dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan.

	2
	Kebijakan (Policy)

	Organisasi diminta untuk

a. mengungkapkan secara ringkas, kebijakan yang menunjukkan komitmen dalam perbaikan lingkungan hidup.

b. menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tersedia untuk diakses oleh public, termasuk misalnya ditampilkan dalam situs web organisasi.

	3
	Tanggungjawab Organisasi (Organizational Responsibility)

	Organisasi diminta untuk

a. mengidentifikasi posisi atau jabatan paling senior yang bertanggungjawab atas hal lingkungan dalam aktivitas operasional sehari-hari.

b. menjelaskan bagaimana tanggungjawab tersebut dibagi dalam level senior. 

	4
	Pelatihan dan Kesadaran (Training and Awareness)

	Organisasi diminta untuk menyampaikan prosedur pelatihan dan peningkatan kesadaran mengenai aspek lingkungan.

	5
	Pengawasan dan Tindak Lanjut (Monitoring and Follow-Up)

	Organisasi diminta untuk

a. menyampaikan prosedur pengawasan, penetapan tindakan korektif dan preventif, termasuk yang terkait dengan supply chain.

b. menyampaikan daftar sertifikasi yang diikuti dalam konteks lingkungan hidup.

	6
	Informasi Tambahan yang Kontekstual (Additional Contextual Information)

	Organisasi diminta untuk menyampaikan informasi tambahan lain seperti faktor kunci kesuksesan (key successes) dan kekurangan (shortcomings), risiko utama dalam konteks lingkungan, perubahan utama dalam periode, system dan struktur pelaporan dalam rangka peningkatan kinerja, strategi dan prosedur kunci dalam implementasi kebijakan atau pencapaian tujuan.


Sumber : Indikator Protocols Set GRI, 2011

Indikator kinerja dalam aspek lingkungan yang disyaratkan GRI dibagi dalam beberapa kategori, yaitu bahan baku, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transport dan pengeluaran atau investasi dalam hal lingkungan. Indikator juga dibagi dalam indikator utama (core indicator) dan indikator tambahan (additional indicator). Indikator utama merupakan ukuran kinerja yang dapat diterapkan di semua organisasi dan dianggap material. Indikator tambahan merupakan ukuran-ukuran yang sedang populer dibicarakan yang mungkin material bagi satu organisasi namun tidak material bagi organisasi lain. Ada 30 indikator dalam panduan yang dibuat oleh GRI yang dapat dilihat dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Daftar Indikator Kinerja Lingkungan

	Kode & Jenis Indikator
	Indikator

	Bahan baku (Materials)

	EN1 – Indikator Utama
	Bahan baku yang digunakan, dinyatakan dalam berat atau volume.

	EN2 – Indikator Utama
	Jumlah bahan baku yang merupakan hasil daur ulang, dinyatakan dalan persentase. 

	Energi (Energy)

	EN3 – Indikator Utama
	Jumlah konsumsi energi langsung yang berasal dari sumber energi utama.

	EN4 – Indikator Utama
	Jumlah konsumsi energi tidak langsung yang berasal dari sumber energi utama.

	EN5 – Indikator Tambahan
	Jumlah energi yang dihemat sehubungan dengan usaha konservasi dan efisiensi.

	EN6 – Indikator Tambahan
	Initiatif atau usaha untuk menyediakan produk dan jasa berbasis energi yang efisien atau energi terbarukan serta jumlah pengurangan energi yang dihasilkan sebagai hasil dari inisiatif ini. 

	EN7 – Indikator Tambahan
	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan hasil yang telah dicapai.

	Air (Water) 

	EN8 – Indikator Utama
	Jumlah air yang digunakan menurut sumbernya.

	EN9 – Indikator Tambahan
	Jumlah sumber air yang terpengaruh secara signifikan dari pengambilan air. 

	EN10 – Indikator Tambahan
	Persentase dan jumlah volume air yang didaur ulang dan digunakan ulang (recycled and reused).

	Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)

	EN11 – Indikator Utama
	Lokasi dan luas tanah yang dimiliki, disewakan, dikelola yang dilindungi dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi.

	EN12 – Indikator Utama
	Uraian mengenai dampak atau akibat yang signifikan dari aktivitas, produk dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di area yang dilindungi dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi. 

	EN13 – Indikator Tambahan
	Habitat yang dilindungi dan direstorasi.

	EN14 – Indikator Tambahan
	Strategi, tindakan saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.

	EN15 – Indikator Tambahan
	Jumlah spesies yang dilindungi, berdasarkan tingkat kepunahan, di dalam area yang termasuk dalam kelolaan, menurut IUCN Red List atau daftar spesies yang dilindungi berdasarkan aturan negara tempat organisasi beroperasi

	Emisi, Limbah Cair dan Limbah Padat (Emissions, Effluents and Waste) 

	EN16 – Indikator Utama
	Jumlah emisi gas rumah kaca – langsung dan tidak langsung. 

	EN17 – Indikator Utama
	Jumlah emisi gas rumah kaca lain yang relevan

	EN18 – Indikator Tambahan
	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan jumlah pengurangan yang dicapai

	EN19 – Indikator Utama
	Jumlah emisi bahan pengurang gas ozon (ozone-depleting substances)

	EN20 – Indikator Utama
	Jumlah nitrogen oksida (NO), sulfur oksida (SO), dan emisi lain yang signifikan

	EN21 – Indikator Utama
	Jumlah air yang dibuang, berdasarkan kualitas dan area tujuan pembuangan.

	EN22 – Indikator Utama
	Jumlah berat limbah, berdasarkan jenis dan cara pembuangan.

	EN23 – Indikator Utama
	Jumlah dan volume pembuangan ataun tumpahan (spills) yang signifikan. 

	EN24 – Indikator Tambahan
	Jumlah limbah yang telah melalui proses treatment yang EN dikirim, diimpor atau diekspor, yang dianggap berbahaya menurut Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, dan persentase limbah yang dikirimkan dalam lingkup antar negara.

	EN25 – Indikator Tambahan
	Identitas, ukuran, status perlindungan (protected status) dan nilai keanekaragaman hayati dari sumberdaya air dan habitat di dalamnya, yang dipengaruhi oleh pemakaian air oleh perusahaan. 

	Produk dan Jasa (Product and Services)

	EN26 – Indikator Utama
	Inisiatif mitigasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh produk dan jasa. 

	EN27 – Indikator Utama
	Persentase produk yang dijual dan bahan kemasan yang telah yang dapat didaur ulang. 

	Kepatuhan (Compliance)

	EN28 – Indikator Utama
	Nilai moneter dari denda dan sanksi non moneter yang signifikan sebagai akibat dari  ketidakpatuhan terhadap  aturan dan hukum lingkungan hidup. 

	Pengangkutan (Transport)

	EN29 – Indikator Tambahan
	Pengaruh signifikan terhadap lingkungan dari pengiriman produk dan bahan baku yang digunakan untuk operasional organisasi termasuk mobilitas pekerja di organisasi. 

	Keseluruhan (Overall)

	EN30 – Indikator Tambahan
	Jumlah pengeluaran dan investasi di bidang lingkungan hidup.


Sumber : Indikator Protocols Set GRI, 2011
Dapat dilihat dari jenis data yang dibutuhkan menjadikan organisasi harus siap dengan berbagai macam dokumentasi dan pengawasan (monitoring) yang terus menerus terhadap uoaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan. Organisasi didorong untuk memiliki niat baik (positive intention) dan mengukur sendiri target-target yang ditetapkan, baik yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah maupun target yang ditentukan oleh organisasi. Keberlanjutan merupakan hal yang sangat penting dan laporan ini  diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap akan keberadaan organisasi di masa kini dan memperkirakan kondisi organisasi di masa depan. 

ENVIRONMENTAL ACCOUNTING
Perubahan iklim menimbulkan risiko dan kesempatan (risks and opportunities) bagi organisasi beserta investor dan para stakeholder.  Organisasi dapat menghadapi risiko fisik sehubungan dengan perubahan pola cuaca. Risiko ini termasuk karena semakin banyaknya badai, perubahan ketinggian permukaan laut, suhu udara yang tidak menentu, ketidakpastian ketersediaan air, tingkat kesehatan pekerja dan kebutuhan untuk merelokasi tempat usaha. Hal-hal ini tentunya membawa implikasi finansial bagi organisasi seperti naiknya biaya asuransi.

Seiring dengan munculnya aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur aktivitas yang menyumbang pada perubahan iklim, organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung bertanggungjawab terhadap emisi, menghadapi risiko peraturan (regulatory risk). Risiko yang timbul adalah peningkatan beban dan faktor lain yang pasti akan mempengaruhi daya saing. Di sisi lain, pembatasan emisi gas rumah kaca menciptakan kesempatan bagi organisasi untuk memunculkan teknologi baru dengan pasar yang baru pula. Perdagangan karbon merupakan salah satu contoh adanya risiko dan kesempatan akibat munculnya regulasi baru.

Akuntansi lingkungan meliputi identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya lingkungan serta integrasi biaya ini dalam sebuah bisnis dan penyajian bagi para stakeholder sebagai bagian dari laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial statement). Dalam konteks ini, ada pendekatan komprehensif untuk memastikan perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik yang juga memasukkan hal transparansi dalam aktivitas lingkungan. Hal-hal yang menjadi perhatian utama dalam akuntansi lingkungan adalah a) identifikasi biaya atau beban lingkungan, b) kapitalisasi biaya lingkungan, dan c) identifikasi aset dan kewajiban lingkungan (environmental liabilities). Akuntansi lingkungan merupakan sebuah sistem yang mencoba menilai dalam jumlah kuantitatif manfaat yang diperoleh atau biaya yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan usaha perbaikan lingkungan yang dilakukannya. Penilaian ini diintegrasikan dalam sistem informasi akuntansi perusahaan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sudah mencakup konsekuensi aktivitas lingkungan atas peningkatan/penurunan asset dan kewajiban.
Tujuan akuntansi lingkungan (Pramanik, et.al., 2007) antara lain adalah untuk:
a. Mendorong pertanggungjawaban entitas dan meningkatkan transparansi lingkungan.
b. Membantu entitas dalam menetapkan strategi untuk menanggapi isu lingkungan hidup dalam konteks hubungan entitas dengan masyarakat dan terlebih dengan kelompok-kelompok penggiat (activist) atau penekan (pressure group) terkait isu lingkungan.

c. Memberikan citra yang lebih positif sehingga entitas dapat memperoleh dana dari kelompok dan individu ’hijau’, seiring dengan tuntutan etis dari investor yang semakin meningkat.

d. Mendorong konsumen untuk membeli produk hijau dan dengan demikian membuat entitas memiliki keunggulan pemasaran yang lebih kompetitif dibandingkan entitas yang tidak melakukan pengungkapan.

e. Menunjukkan komitmen entitas terhadap usaha perbaikan lingkungan hidup.

f. Mencegah opini negatif publik mengingat perusahaan yang berusaha pada area yang berisiko tidak ramah lingkungan pada umumnya akan menerima tentangan dari masyarakat.
Bagi sebagian besar perusahaan, risiko yang muncul akibat faktor lingkungan tidak lagi merupakan risiko yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang sudah memasukkan faktor lingkungan di dalam penyajiannya mencegah adanya sekedar propaganda jika hal-hal terkait lingkungan hidup hanya disajikan di dalam laporan tahunan. Risiko finansial yang timbul merupakan kontinjensi yang pada umumnya disajikan sebagai kewajiban (liabilities). 
Adanya regulasi di bidang lingkungan hidup yang makin ketat, membuat munculnya banyak firma hukum yang menangani tuntutan pengadilan atas kasus-kasus pencemaran atau perusakan lingkungan dalam industri-industri tertentu yang sensitif terhadap isu lingkungan hidup. Nilai tuntutan pengadilan ini yang akan dicatat sebagai kontinjensi. Pembaca laporan keuangan akan tahu bahwa dengan adanya tuntutan pengadilan, di masa depan sumber daya yang dimiliki organisasi akan berkurang untuk melunasi atau menyelesaikan kewajiban tersebut.

Isu lingkungan hidup bukan isu di tingkat nasional, namun merupakan isu international. Investor dan kreditur internasional merupakan hal yang jamak ketika perpindahan arus modal antar negara menjadi hal yang sangat wajar terjadi seiring dengan adanya tren globalisasi. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di level global dengan sendirinya menghadapi isu lingkungan hidup, mengingat perilaku organisasi dalam perbaikan lingkungan hidup semakin menjadi sorotan.

IASB tidak membuat satu standar khusus mengenai akuntansi lingkungan. Beberapa standar yang telah diterbitkan oleh IASB terkait dengan akuntansi lingkungan. Contohnya adalah IFRIC 3 yang membahas mengenai ‘Emission Rights’. Berdasarkan IFRIC 3, emission rights (atau juga sebagai emission allowances) dicatat sebagai aset tidak berwujud (intangible assets). IFRIC 3 tidak sempat diadopsi oleh Indonesia mengingat pada  bulan Juni 2005 IFRIC 3 sudah ditarik kembali.  Dalam konteks Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia – melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan – telah melakukan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan mengadopsi International Accounting Standards (IAS). Standar yang pada umumnya dipandang sebagai terkait dengan aktivitas lingkungan adalah PSAK No. 1 mengenai penyajian laporan keuangan, PSAK No. 57 tentang provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi, PSAK No. 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, PSAK dan  No. 5 tentang segmen operasi. Exposure Draft (ED) yang juga terkait dengan aktivitas lingkungan dan sedang dalam proses untuk disahkan menjadi standar adalah ED PSAK No. 33 tentang akuntansi pertambangan umum dan ED PSAK No. 64 tentang eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.
PSAK No. 1 yang direvisi pada tahun 2009 diadopsi dari IAS 1: Presentation of Financial Statement. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas atau organisasi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 1) laporan posisi keuangan atau neraca, 2) laporan laba rugi komprehensif, 3) laporan perubahan ekuitas, 4) laporan arus kas, 5) catatan atas laporan keuangan – yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan, 6) laporan posisi keuangan komparatif yang disajikan jika entitas menerapkan kebijakan yang berlaku retrospektif atau terjadi reklasifikasi pos-pos laporan keuangan.
Terpisah dari laporan keuangan, entitas menyampaikan kajian keuangan oleh manajemen yang menjelaskan kinerja keuangan dan posisi keuangan serta kondisi ketidakpastian utama yang dihadapi. Salah satu kajian yang bisa disampaikan adalah faktor yang memberikan pengaruh utama dalam pencapaian kinerja keuangan seperti perubahan lingkungan tempat entitas beroperasi. Entitas dapat pula menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup khususnya untuk industri yang sangat terkait erat dengan faktor lingkungan hidup.
PSAK No. 57 yang diadopsi dari IAS 37: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets menunjukkan contoh transaksi atau kejadian yang sangat erat kaitannnya dengan aktivitas lingkungan. Misalnya suatu entitas yang bergerak dalam industri pertambangan minyak di sebuah negara telah melakukan pencemaran lingkungan selama bertahun-tahun. Negara tersebut sudah lama tidak memiliki regulasi mengenai pembersihan pencemaran lingkungan, namun pada tahun akhir tahun ini akan diterbitkan regulasi tentang pembersihan tersebut. Dalam hal ini,entitas harus mencatat adanya provisi sebesar estimasi terbaik biaya pembersihan. Estimasi terbaik adalah jumlah kini dengan dampak nilai waktu uang yang signifikan atau material. Hal yang sama akan dilakukan oleh entitas, jika, meskipun tidak ada regulasi yang mengatur mengenai pembersihan pencemaran lingkungan, namun entitas memiliki kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup yang dipublikasikan luas dan entitas dikenal memiliki reputasi untuk menghormati kebijakan yang dipublikasikan tersebut. Dalam hal ini provisi yang diakui digolongkan sebagai kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang 1) bedasarkan praktek baku di masa lalu, entitas memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu melalui publikasi atau pernyataan spesifik, dan 2) entitas menciptakan ekspektasi kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan kewajiban tersebut.
Provisi diakui hanya untuk kewajiban yang timbul dari peristiwa di tahun sebelumnya. Ini terpisah dari aktivitas entitas di tahun-tahun berikutnya. Seperti contoh di atas, biaya yang harus dikeluarkan untuk pembersihan atau pemulihan pencemaran lingkungan mengakibatkan keluarnya sumber daya entitas untuk menyelesaikan kewajiban di masa lalu. Peristiwa masa lali yang menimbulkan kewajiban di masa kini disebut sebagai peristiwa mengikat. Dalam peristiwa mengikat, entitas tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan kewajiban tersebut, baik karena dipaksakan oleh hukum, atau merupakan kewajiban konstruktif. Provisi dibedakan dari kewajiban lain karena dalam provisi terdapat ketidakpastian mengenai waktu dan jumlah yang dikeluarkan di masa depan untuk menyelesaikan provisi tersebut.

Paragraf 10 dalam Exposure Draft PSAK No. 64, yang diadopsi dari IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources, memuat bahwa sesuai dengan PSAK 57, suatu entitas mengakui setiap kewajiban untuk pemindahan dan restorasi yang terjadi selama periode tertentu sebagai konsekuensi dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. 

PSAK No. 25 membahas mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. PSAK ini diadopsi dari IAS 8: Accounting Policies, Changes in Accounting and Errors. Sebagai akibat adanya ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis, banyak pos dalam laporan keuangan yang tidak dapat diukur dengan tepat, tetapi hanya dapat diestimasi. Estimasi ini tentunya melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal (reliable). Firoz dan Ansari (2010) memberikan contoh estimasi terkait dengan biaya lingkungan antara lain adalah :
a. Provisi biaya pembersihan (cleanup costs)
b. Provisi rehabilitasi di industri pertambangan

c. Provisi klaim atas kontinjensi

d. Provisi biaya lingkungan seperti penanggulangan polusi udara, polusi suara, gas dan limbah berbahaya.

e. Provisi pembelian peralatan untuk mengendalikan polusi.

Sementara dalam PSAK No. 5 tentang Segmen Operasi, entitas perlu mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang melibatkan entitas dan lingkungan ekonomi tempat entitas beroperasi. Adanya segmen operasi yang dilaporkan berdasarkan wilayah geografis atau negara akan menampakkan adanya perbedaan lingkungan peraturan yang bisa saja terkait dengan regulasi di bidang lingkungan hidup. Hal ini sinkron dengan informasi yang disyaratkan oleh GRI yaitu informasi mengenai Negara atau wilayah yang memberikan (i) kontribusi pendapatan minimal 5% dari total pendapatan, (ii) kontribusi beban minimal 5% dari total pendapatan. Dalam PSAK No 5 prosentase yang dianggap signifikan adalah 10%.  PSAK No. 5 ini diadopsi dari IFRS 8: Operating Segment.
Definisi mengenai lingkungan hidup dan biaya pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam ED PSAK No. 33 tentang akuntansi pertambangan umum.  Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta mahluk hidup lainnya. Biaya pengelolaan lingkungan hidup diartikan khusus dalam konteks pertambangan sebagai biaya yang timbul atas usaha mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan pertambangan, dan biaya rutin lainnya.

Adanya kegiatan penambangan pada suatu daerah tertentu akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi penambangan yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi karena masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Perusakan lingkungan merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sifat-sifat dan/atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkesinambungan. Untuk mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan usaha penambangan, maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan lingkungan hidup

Aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dengan sendirinya akan menimbulkan provisi pengelolaan lingkungan hidup, yang harus diakui jika 1) terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal pelaporan keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan, dan 2) terdapat dasar yang wajar untuk menghitung jumlah kewajiban yang timbul.  Pada tanggal pelaporan, jumlah provisi pengelolaan lingkungan hidup harus dievaluasi kembali untuk menentukan apakah jumlahnya telah memadai. 
PENUTUP
Di masa depan, salah satu tantangan International Accounting Standards Board (IASB) adalah dengan mengupayakan adanya laporan aset dan kewajiban lingkungan (the statement of environmental assets and liabilities) sebagai bagian yang diharuskan (mandatory) dalam laporan keuangan, terlebih untuk industri yang sensitif terhadap isu perusakan lingkungan hidup. Dengan demikian ada integrasi antara laporan aktivitas lingkungan dengan akuntansi lingkungan. 
Laporan keberlanjutan organisasi akan mendukung kualitas earning yang baik karena earning yang diperoleh dalam periode tertentu sudah mempertimbangkan adanya pengakuan beban dan pendapatan yang muncul karena aktivitas lingkungan. Adanya keharusan untuk menyampaikan aspek lingkungan dalam laporan keuangan sekaligus melindungi  stakeholders dari hanya sekedar mendapatkan citra organisasi yang ramah lingkungan, sementara dalam kenyataannya, tindakan yang dilakukan oleh organisasi berpotensi merusak lingkungan hidup.
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